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ABSTRAK 
 
Nama Penyusun :  Muh Nur Fadlan 
NIM :   10600106053 
Judul Skripsi :  Tinjauan Yurudis Terhadap Tindak Pidana Perjudian 
Di Kabupaten Gowa  
 
 
 
Tinjauan yurudis terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Gowa adalah 
tema yang diketengahkan dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah multiple research, gabungan dari analisis kuantitatif dan kualitatif. 
Penggunaan multiple research tersebut dimaksudkan untuk mengakji secara 
mendalam mengenai implementasi hukum pidana terhadap tindak perjudian di 
masyarakat, baik secara teoritik maupun pada level empirik. Penelitian ini juga 
memiliki sifat ex post facto, karena mendeskripsikan fakta-fakta mengenai fenomena 
perjudian, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui dampak perjudian terhadap 
masyarakat dan berbagai metode penanggulannya (treatment recommendation). 
Hasil penelitian menunjukkan beberapa kategori delik perjudian yang terjadi 
di wilayah Kabupaten Gowa, serta dampak yang ditimbulkan dari maraknya kasus 
perjudian tersebut, baik dampak secara individual terhadap pelaku judi, maupun 
dampak sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Gowa. Dari 
penelusuran data lapangan yang diperoleh, hasil penelitian ini memaparkan berbagai 
upaya penanggulangan perjudian, termasuk upaya penerapan hukum terhadap pelaku 
perjudian di Kabupaten Gowa. 
 
Keyword : Tinjauan Yurudis, Tindak Pidana, Perjudian  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Tindak perjudian dalam kehidupan masyarakat dewasa ini kian merajalela. 
Fenomena perjudian marak dipublikasi media massa, di antaranya kasus perjudian 
sabung ayam, kupon putih (togel), judi bola (taruhan), dan beberapa laporan 
perjudian lainnya hasil investigasi media. Demikian halnya realitas empirik 
mengungkapkan fenomena perjudian dalam kehidupan masyarakat, baik yang bersifat 
terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat 
cenderung permisif dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, 
sehingga tidak perlu dipersoalkan. 
Ditinjau dari aspek historis, perjudian merupakan suatu problem sosial yang 
sejak dahulu mewarnai peradaban manusia, terlebih dasawarsa ini. Dalam 
perkembangannya, judi di era kekinian dikonstruksi sedemikian rupa oleh kalangan 
tertentu mengikuti perkembangan teknologi, misalnya menggunakan fasilitas internet. 
Sebut misalnya game pocker, bagi sebagian orang menganggap ini bukanlah judi 
namun sebagai hiburan semata untuk mengisi waktu luang bagi kalangan tertentu. 
Dilihat dari kegiatannya, pocker dengan rulegames (aturan main) memasang chip 
representasi sebuah taruhan, secara tidak langsung adalah wujud perjudian. Termasuk 
di sini varian perjudian lainnya, misalnya taruhan di saat pertandingan sepak bola, 
sabung ayam, dan ragam jenis perjudian lainnya. 
Menurut Simandjuntak, perjudian mempunyai dampak yang negatif 
merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Selain itu, 
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perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan 
membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang 
giat bekerja keras dan bermental kuat.
1
 
Tindak perjudian jelas sangat bertentangan dengan ajaran agama, nilai budaya 
dan norma sosial, terlebih dalam konteks hukum yang berlaku. Demikian dalam 
koridor hukum kenegaraan (KUHP), aktifitas judi jelas bertentangan dengan hukum 
yang semestinya menjadi aturan yang berlaku bagi setiap warga negara. Mengutip 
pandangan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya, menyatakan;    
Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan 
negara atas kekuasaan (machtsstaat), maka kedudukan hukum harus 
ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan 
aturan hukum tanpa kecuali.
2
 
Uraian tersebut menegaskan bahwa posisi hukum menjadi dasar setiap 
tindakan, aktifitas, interaksi, warga negara, untuk menciptakan iklim kehidupan yang 
lebih dinamis dan kondusif. Penegakan hukum dalam hal ini merupakan suatu 
tindakan yang rill untuk memberantas tindak perjudian. 
Tindak perjudian seyogyanya mendapat perhatian dan penanganan yang serius 
dari seluruh lapisan masyarakat dan terutama penegak hukum. Pembiaran yang terjadi 
terhadap tindak perjudian, boleh jadi membawa dampak sosial yang determinan bagi 
kehidupan masyarakat, sekaligus merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-
norma sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-
ketegangan sosial, dan sangat mengancam ketertiban masyarakat.  
                                                          
1
Lihat, B. Simandjuntak., Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, (Bandung; Tarsito, 
1980), h. 352-353 
2
Lihat, Jimly Asshiddiqie., Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta; Sekretariat 
Jenderal dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 69 
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Perjudian sebagai perilaku sosial yang menyimpang, kendati sulit di atasi, 
namun setidaknya dapat diminimalisir melalui langkah-langkah progresif yang rill. 
Telah disinggung di muka, bahwa perjudian seolah menjadi sisi kelam peradaban 
manusia yang telah mengakar sejak dulu hingga saat ini. Karena itu, gejala sosial ini 
bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga bersama aparat hukum 
yang ada, namun juga keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. 
Upaya penegakan hukum tetap menjadi prioritas sebagai acuan dasar 
kenegaraan, selain keterlibatan masyarakat yang menyertainya, untuk bersama 
memberantas tidak-tanduk perjudian. Hukum pidana dalam hal ini dapat 
diimplementasikan sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai 
dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan (dassein). Fungsi demikian, oleh 
Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi social engineering atau rekayasa sosial.
3
 
Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami 
hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya. Salah satu hambatannya, karena perjudian 
telah menjadi kebiasaan bagi kalangan tertentu. Ironinya, kadang pola pikir para 
pelaku judi menganggap hal itu wajar dan sah untuk dilakukan. Lebih mencemaskan, 
secara statistik terjadi peningkatan modus dari tindak pidana perjudian. Hal ini dapat 
terlihat dari menjamurnya perjudian di tiap-tiap wilayah kota yang ada di Indonesia.  
Khususnya di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi-Selatan, terdapat ragam 
modus perjudian, misalnya; togel, judi buntut, judi kupon putih, judi balap 
motor/mobil, bahkan ada yang memakai teknologi melalui telepon, internet maupun 
Short Massage Service (SMS). Adapun yang terjaring dalam kasus perjudian tersebut 
                                                          
3
Lihat, Ronny Hanitjo Soemitro., Studi Hukum Dalam Masyarakat, (Bandung; Alumni, 
1985), h. 46. 
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di wilayah Sungguminasa kabupaten Gowa, dalam tiap bulannya paling sedikit ada 4 
kasus.
4
 
Berdasarkan data observasi yang diperoleh penulis (studi pendahuluan), 
terkait kasus perjudian di wilayah Sungguminasa kabupaten Gowa, termasuk yang 
belum terungkap, yaitu disekitar tempat tinggal penulis sendiri, maka hal ini menjadi 
alasan yang mendasar untuk mengadakan penelitian. Fenomena sosial seperti 
perjudian jelas nyata terlihat dalam realita masyarakat dan penegakan hukum 
cenderung kurang diimplementasikan. 
Pembahasan ini tidak berpretensi atau mendiskreditkan kinerja aparat hukum, 
namun tujuan ideal penelitian ini bermaksud sebagai bentuk partisipasi masyarakat 
yang tanggap atas ketimpangan sosial yang terjadi. Dengan berupaya 
menggambarkan realita perjudian, menjelaskan aspek-aspek hukum pidana (KUHP), 
serta aspek hukum Islam yang relevan dengan tindak perjudian. Dengan maksud 
demikian, akhirnya penulis mengangkat judul dalam penelitian ini, yaitu: “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Gowa Tahun 2006-2010”. 
 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik batasan masalah dalam 
penelitian ini, yaitu; Tindak Pidana Perjudian. Adapun sub permasalahan yang 
diajukan penulis ialah : 
1. Bagaimana bentuk-bentuk delik perjudian yang terjadi di Kabupaten Gowa 
pada tahun 2006-2010? 
                                                          
4
Manurdin., Staf-Unit 1 Kasat Reskrim Polrestata Gowa. Wawancara oleh penulis di Kantor 
Polrestata Gowa Kabupaten Gowa , 22 Desember 2010. 
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2. Bagaimana dampak delik perjudian terhadap masyarakat Kabupaten Gowa 
pada tahun 2006-2010? 
3. Bagaimana upaya-upaya penaggulangan delik perjudian di Kabupaten Gowa 
pada tahun 2006-2011? 
 
C. Definisi Operasional 
Judul penelitian yang diketengahkan adalah “Tinjauan Yurudis Terhadap 
Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Gowa”. Untuk memudahkan pengertian judul 
tersebut sebagai perangkat operasional penelitian, maka penulis memberikan batasan 
pengertian sebagaimana berikut ini : 
1. Tinjauan Yuridis 
Yuridis ditinjau dari segi bahasa, “iuris (bahasa Latin) yang berarti ilmu 
hukum”.5 Tinjauan Yuridis ialah suatu metode dan cara yang digunakan dengan 
seperangkat teori-teori hukum, dimana dilakukan pendekatan terhadap permasalahan 
yang telah dirumuskan dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan, buku-
buku, putusan hakim, yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan.
 
 
2. Perjudian 
Permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.6 Berjudi ialah 
mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan 
                                                          
5
Lihat, Ahmad Kamil., Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, (Jakarta; Kencana, 2004), h. 9. 
6
Lihat, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
(Jakarta; Balai Pustaka, 1990), h.  
6 
 
 
 
kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar 
daripada jumlah uang atau harta semula.
7
 
3. Tindak Pidana Perjudian 
Berdasarkan KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian; yang disebut permainan 
judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan 
untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih 
atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan 
atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba 
atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
8
 
4. Kabupaten Gowa 
Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi 
Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa adalah daerah yang otonom, secara administratif 
terletak di sebalah Utara berbatasan dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros dan 
Kabupaten Bone, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten 
Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten 
Takalar dan Kabupaten Jeneponto. Ibukota Kabupaten Gowa adalah Sungguminasa 
yang berada di wilayah Kecamatn Somba-Opu, terletak pada jarak 6 Km sebelah 
Selatan Kota Makassar.
9
  
                                                          
7
Ibid, h. 419. 
8
Lihat, Redaksi Sinar Grafika., KUHAP dan KUHP; Dilengkapi Dengan UU No. 27 Tahun 
1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan 
Terhadap Keamanan Negara (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), h. 104-105. Lihat juga, Sugandhi., KUHP 
dan Penjelasannya, (Surabaya; Usaha Nasional Offset Printing, 1981), h. 322-323. 
9
Lihat, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa., Hasil Sensus Penduduk 2010 Kabupaten 
Gowa; Data Agregat per-Kecamatan (Gowa, Badan Pusat Statistik Kabupaten, 2010). 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian  
a. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk delik perjudian yang terjadi di 
Kabupaten Gowa pada tahun 2006-2010? 
b. Untuk mengetahui dampak delik perjudian terhadap masyarakat 
Kabupaten Gowa pada tahun 2006-2010? 
c. Untuk mengetahui upaya-upaya penaggulangan delik perjudian di 
Kabupaten Gowa pada tahun 2006-2011? 
2. Kegunaan penelitian 
a. Diharapkan berguna sebagai referensi ilmiah tentang bentuk-bentuk delik 
perjudian yang terjadi di Kabupaten Gowa dalam tahun 2006-2010. 
b. Diharapkan berguna sebagai informasi kepada masyarakat Kabupaten 
Gowa tentang dampak negatif perjudian. 
c. Diharapkan sebagai alternatif solusi dalam rangka menanggulangi 
perjudian atau sebagai bentuk masukan kepada pihak berwenang tentang 
penaggulangan perjudian di Kabupaten Gowa. 
 
E. Garis Besar Isi Penelitian 
Bab pertama, yaitu bab pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan secara 
rinci pokok pikiran yang melatarbelakangi timbulnya suatu masalah, batasan dan 
rumusan masalah, defenisi operasional, tujuan dan kegunaan penelitian, dan garis 
besar isi penelitian. 
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Bab Kedua, yaitu kajian pustaka, pada bab ini akan dibahas mengenai 
pendekatan teoritis yang berkenaan dengan pemasaahan  penelitian. 
Bab Ketiga, akan dikemukakan secara rinci tentang cakupan metodologi 
peneltiian, populasi dan sampel, metode pendekatan, jenis data, metode pengumpulan 
data, dan teknik analisis data. 
Bab keempat, berupa hasil penelitian yaitu deskripsi umum lokasi penelitian, 
bentuk-bentuk delik perjudian, dampak delik perjudian terhadap masyarakat, dan 
upaya-upaya penaggulangan delik perjudian di Kabupaten Gowa pada tahun 2006-
2011. 
Bab kelima, adalah penutup yang merumuskan isi pokok dan kandungan 
dalam sebuah kesimpulan skripsi, implikasi dari penelitian dan saran-saran yang 
terjabarkan di dalamnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Definisi Perjudian 
Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”10. Dalam 
pengertian lain, berjudi ialah “mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam 
permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah 
uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.11 
Pengertian lain dari judi atau perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat 
pada Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae yang menyebutkan sebagai 
“Hazardspel” atau kata lain dari “Kansspel”, yaitu permainan judi, permainan 
untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.12 
Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian artinya gamble yang artinya 
sempit “play cards or other games for money; to risk money on a future event or 
possible happening, dan yang terlibat dalam permainan disebut a gamester atau a 
gambler yaitu, one who plays cards or other games for money”.13 
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Lihat, Poerwadarminta., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka, 1995), h. 
419. 
11
Ibid, h. 419. 
12
Lihat, N.E. Algra dan RR.W. Gokkel., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, 
diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, (Jakarta; Bina Cipta, 1983), h. 186. Lihat juga perbandingan 
H. Van Der Tas., Kamus Hukum Belanda-Indonesia, (Jakarta; Timun Mas, 1961), h. 132-168. 
13
Lihat, Michael West., An International Reader’s Dictionary, (London; Longman Group 
Limited, 1970), h. 155. 
10 
 
 
 
Perjudian menurut Kartini Kartono adalah; pertaruhan dengan sengaja, yaitu 
mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari 
adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan 
pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.
14
 
Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut; permainan 
judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan 
tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala 
pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang 
tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-
lain”.15 
Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah 
dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 
disebutkan bahwa; yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana 
pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan 
belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk 
segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang 
tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga 
segala pertaruhan lainnya.
16
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Lihat, Kartini Kartono., Patologi Sosial, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005). h. 56. 
15
Lihat, Dali Mutiara., Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta; Ghalia 
Indonesia, 1962), h. 220. 
16
Redaksi Sinar Grafika., loc. cit, h. 104-105. Lihat juga, Sugandhi., loc. cit, h. 322-323. 
11 
 
 
 
B. Perspektif Hukum Pidana Tentang Perjudian 
1. Definisi Hukum Pidana 
Secara konvensional, definisi hukum pidana adalah “hukum yang memuat 
peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar 
yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan”. Definisi lainnya adalah 
“hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana adalah hal 
yang dipidanakan, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada 
seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak 
dilimpahkan sehari-hari.
17
  
Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam 
hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan daripada 
tindakan. Menurutnya “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.18 Unsur atau elemen perbuatan 
pidana menurut Moeljatno,
19
 adalah: 
a. Kelakukan dan akibat (perbuatan). 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 
d. Unsur melawan hukum yang obyektif. 
e. Unsur melawan hukum yang subyektif. 
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Penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat 
materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang 
tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut 
harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau 
tidak patut dilakukan karcna bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya 
tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.
20
 
Pakar hukum pidana D. Simmons mendefinisikan tindak pidana (dalam 
bahasa Belanda) sebagai berikut; straf baar feit sebagai, een strafbaar gestelde 
onrecht matige, met schuld ver bandstaande van een teori keningsvat baar person. 
Sedangkan tindak pidana menurut Simmons terbagi atas dua unsur yakni,
21
 : 
a. Unsur obyektif terdiri dari : 
1) Perbuatan orang. 
2) Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut. 
3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut 
b. Unsur subyektif terdiri dari : 
1) Orang yang mampu untuk bertanggung jawab. 
2) Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan. 
Menurut Van Hamel, “straf baar feit” adalah kelakuan orang (menselijke 
gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut 
dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan suatu kesalahan.
22
 Beberapa pendapat 
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para sarjana hukum pidana mengenai pengertian tindak pidana dan unsur-unsur 
tindak pidana : 
1) E. Mezger dan H.B. Vos 
Mezger mendefinisikan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya 
pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut beliau adalah,
23
; a) Perbuatan dalam arti 
yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan), b) Sifat melawan hukum (baik 
bersifat obyektif maupun subyektif), c) Dapat dipertanggung jawabkan kepada 
seseorang, d) Diancam dengan pidana. 
Di tempat lain, H.B. Vos mendefinisikan tindak pidana sebagai (dalam bahasa 
Belanda) sebagai berikut; “een strafbaar feit ist een men selijke gedraging waarop 
door de wet (genomen in de mime zin van wetfdijke bepaling) straf is gestled, een 
gedraging due, die in net algemeen (tenijer een uitsluit ingsgrond bestaat) op straffe 
verboden is”. Sedang unsur-unsurnya meliputi; Kelakuan manusia, dan Diancam 
pidana dalam undang-undang.
24
 
2) J. Bauman dan W. P. J. Pompe 
Bauman mengemukakan tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi 
rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan. 
Sementara W. P. J. Pompe, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang perilakunya 
dapatdikenakan pidana.
25
 
Dari pendapat beberapa pakar atau ahli hukum pidana tersebut di atas maka 
dapat diambil suatu kesimpulan yakni, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang 
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oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai sanksi yang berupa 
pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 
2. Kategori Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 
Dewasa ini, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan 
serta keterampilan dijadikan alat judi. Umpamanya pertandingan atletik, badminton, 
tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, 
biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat 
kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai 
pelepas ketegangan sesudah bekerja.  
Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9, Tahun 1981, 
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7, Tahun 1974, tentang Penertiban 
Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu (bentuk dan 
jenis perjudian yang dimaksud pasal ini) meliputi,
26
 : 
1. Perjudian di kasino,27 antara lain terdiri dari : 
1) Roulette 
2) Blackjack 
3) Bacarat 
4) Creps 
5) Keno 
6) Tombala 
7) Super ping-pong 
8) Lotto fair 
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9) Satan 
10) Paykyu 
11) Slot machine (jackpot) 
12) Ji si kie 
13) Big six wheel 
14) Chuc a cluck 
15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan berputar (paseran) 
16) Pachinko 
17) Poker 
18) twenty one 
19) Hwa-hwe,  
20) Kiu-kiu. 
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian,28 antara lain terdiri : 
1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan yang tidak bergerak 
2) Lempar gelang 
3) Lempat uang (koin),  
4) Koin  
5) Pancingan,  
6) Menebak sasaran yang tidak berputar 
7) Lempar bola 
8) Adu ayam 
9) Adu kerbau 
10) Adu kambing atau domba 
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11) Pacu kuda 
12) Kerapan sapi 
13) pacu anjing 
14) Hailai 
15) Mayong/macak, dan  
16) Erek-erek. 
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain,29 misalnya perjudian 
yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan yaitu : 
1) adu ayam 
2) adu sapi 
3) adu kerbau 
4) pacu kuda 
5) karapan sapi 
6) adu domba atau kambing, dan  
7) adu burung merpati. 
Sesuai pembahasan di atas, ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan 
jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk 
katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP. Bentuk 
dan jenis perjudian sangat beragam, namun melihat fenomena yang terjadi di tengah 
masyarakat, bentuk perjudian ini juga terdapat pada momen tertentu. Misalnya pada 
event penyelenggaran sepak bola yang diakomodir oleh oknum tertentu, atau melalui 
jaringan Internet. Dimana sebagian orang (pemain judi) memasang taruhan uang yang 
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tidak sedikit jumlahnya untuk mengundi peruntungan, dengan tebakan skoring (gol) 
bagi tim sepak bola yang didukungnya. 
3. Tindak Pidana Perjudian 
Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial 
khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Dalam kaitan ini, masalah perjudian 
dilihat sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.
30
 
Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang 
menyimpang harus terus dilakukan.  
Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata 
terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual 
maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau 
potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.
31
 Dasar pertimbangan terhadap suatu 
perbuatan yang dijadikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, khususnya tidak terlepas dari alasan 
pembentukan dan perancangan undang-undang tersebut. Dalam pertimbangan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian,
32
 dijelaskan : 
a. bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, 
Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan 
dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara; 
b. bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan 
perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk 
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akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah 
Indonesia; 
c. bahwa ketentuan-ketentuan dalam. Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 
(Staatsblad Tahun 1912 Nomor 23O) sebagaimana telah beberapa kali 
dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 
1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526), telah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan keadaan; 
d. bahwa ancaman hukuman didalam pasal-pasal Kitab Undangundang 
Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi sehingga 
perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya; 
e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perlu disusun 
Undang-undang tentang Penertiban Perjudian. 
Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian 
adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-
Undang No. 7 Tahun 1974. Pasal 303 menyebutkan unsur-unsur perjudian sebagai 
berikut,
33
 : 
a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana 
denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa 
mendapat izin : 
1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 
permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan 
sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu 
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2) Dengan sengaja menwarkan atau memberi kesempatan kepada 
khalayak mumum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta 
dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk 
menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya 
sesuatu tata cara.   
b. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan 
pencariannya, maka dapat dicabut haknya. 
c. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada 
umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada 
peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih 
mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan 
atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut 
berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. 
Adapun yang termasuk diancam dalam pasal 303 tersebut adalah,
34
 : 
a) Orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan 
berjudi sebagai mata pencaharian. 
b) Orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan 
kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan judi itu 
c) Orang yang turut main judi sebagai mata pencaharian. 
Dalam ayat (3) ditentukan bahwa yang dapat diartikan judi ialah tiap-tiap 
permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk kalau 
kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih padainya si 
pemain. Selain itu, termasuk segala pertaruhan mengenai kepurtusan perlombaan atau 
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permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut 
berlomba dengan segala pertaruhan yang lain.
35
 
Permainan dengan kartu yang tidak dapat digolongkan dengan judi ialah; 
bridge, domino dan sebagainya. Sedang yang dapat digolongkan dengan judi ialah; 
dadu, dua puluh satu, roulette, tombola, totalisator pada pacuan kuda, pertandingan 
sepak bola, main buntut dan sebagainya. Orang-orang yang mengadakan permainan 
judi seperti diterangkan di atas, dihukum menurut pasal 303, sedangkan orang yang 
sekedar turut berjudi (bukan sebagai mata pencaharian), dihukum menurut pasal 303 
bis, seperti dijelaskan di bawah.
36
 Pasal 303 bis KUHP menyebutkan unsur-unsur 
perjudian sebagai berikut,
37
 :  
a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana 
denda paling banyak sepuluh juta rupiah : 
1) Barang siapa yang menggunakan kesempatan main judi, yang 
diadakan dengan melanggar ketentuan pasa 303. 
2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan 
umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada 
izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk 
mengadakan perjudian itu. 
b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada 
pemidanaan yang menjadi tetap kerana salah satu dari pelanggaran ini 
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dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana 
denda  paling banyak lima belas juta rupiah.
38
 
Sebelum adanya Undang-Undang Penertiban Perjuidan tanggal 6 November 
1974, orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan 
melanggar pasal 303, dikenakan pasal 542 KUHP. Tetapi sejak adanya Undang-
Undang Penertiban Perjuidan, maka orang-orang yang mempergunakan kesempatan 
main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303, dikenakan pasal 303 bis. 
Sedangkan orang yang membuka perusahaan perjudian diancam pidana dalam pasal 
303 KUHP.
39
 
Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut, jelas bahwa perjudian 
dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang 
dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai 
dengan hukum acara pidana. Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan 
berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian 
di depan umum, di pinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir 
dan terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut yang 
sebenarnya dilarang. 
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C. Perspektif Hukum Islam Tentang Perjudian 
Peranan agama Islam dalam masyarakat memberikan harapan bagi terciptanya 
tatanan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan 
keharmonisan menjadi salah satu kondisi yang sangat diharapkan oleh umat manusia. 
Dalam hal ini, ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, secara fundamental 
direalisasikan dalam setiap moment kehidupan duniawi. Baik pada aspek interaksi 
sosial; berkeluarga, bermasyarakat, hingga bernegara. Dimulai dari saat itu maka 
terbentuklah moralitas budaya Islam dimuka bumi. 
Demikian dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), peran 
agama Islam turut mendukung terlaksanya pembangunan disegala bidang, baik 
ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, politik, dan terutama penegakan hukum di 
negeri ini. Tegaknya hukum merupakan pondasi terciptanya tatanan kehidupan yang 
lebih baik.  
Menurut Djazuli, ajaran Islam melatakkan hukum pidana Islam (Fiqih 
Jinayah) sebagai obat terhadap masyarakat yang sedang sakit, setidaknya mengurangi 
penyakit masyarakat. Caranya dengan melakukan dan menyebarkan yang ma’ruf di 
satu sisi dan di sisi lain mencegah dengan memberikan sanksi kepada yang 
melakukan kemunkaran. Disinilah letaknya hukum pidana Islam, yang dikalangan 
ulama termasuk sadzu dzariah, suatu upaya menutup jalan kepada kejahatan, yang 
didasarkan kepada Al-Qur’an, hadist dan ijtihad para ulama.40  
Perjudian bagaimanapun bentuk dan namanya, hakekatnya adalah 
bertentangan dengan ajaran Islam. Ditinjau dari segi apapun, judi tersebut merupakan 
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penyakit masyarakat yang lebih banyak mudharotnya dibandingkan dengan 
kemanfaatannya. Agama Islam melarang tentang perjudian dalam segala bentuknya 
sebab merusak jiwa, merusak badan, merusak rumah tangga dan merusak masyarakat. 
Menurut Syamsudin Adi Dzahabi yang dimaksud dengan judi ialah, “suatu 
permainan atau undian dengan memakai taruhan uang maupun lainnya masing-
masing dari keduanya ada yang menang ada yang kalah (untung dan dirugikan)”.41 
Allah Swt telah melarang judi seperti dalam beberapa firman-Nya sebagai berikut : 
1. Q.S. Al-Maidah/5: 90.  
                                  
           
Terjemahan : 
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi 
(berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan 
keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat keberuntungan.
42
 
2. Q.S. Al-Maidah/5: 3. 
                     … 
Terjemahan : 
… Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib 
dengan anak panah itu) adalah kefasikan ….43 
3. Q.S. Al-Maidah/5: 91. 
                                     
                   
                                                          
41
Syamsuddin Adz Dzahabi., 75 Dosa Besar, (Surabaya; Media Idaman, 1987), h. 148. 
42
Departemen Agama., Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta, Intermasa, 1993), h. 176. 
43
Ibid., h.  
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Terjemahan : 
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan 
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan 
menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah 
kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
44
 
4. Q.S. Al Baqarah/2: 219. 
                                 
      
Terjemahan : 
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada 
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi 
dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya 
45
  
Jelas bahwa dari sisi normatif ajaran Islam melarang umatnya bermain judi, 
sebab dari adanya permainan judi tersebut bisa menyebabkan permusuhan antara 
sesama umat manusia, saling dendam dan iri hati, membuat harta benda menjadi 
mubazir, tidak halal dari perbuatan judi tersebut. Harta benda yang dihasilkan dari 
perjudian ini termasuk cara yang terlarang, dan apabila harta dimakan berarti ia 
memakan barang haram, bila dipakai untuk usaha berarti juga menggunakan modal 
yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah 
juga tidak akan menerimanya. Sabda Rasulullah menegaskan : 
Setan itu hanya bermaksud hendak menimbulkan permusushan dan kemarahan 
diantara kamu pada khamar dan judi. Lalu menutupmu dari mengingat Allah 
dan Shalat.
46
 
Sesungguhnya orang yang mendapatkan harta Allah dengan cara tidak hak, 
maka layaknya bagi mereka di hari kiamat
47
 
                                                          
44
Ibid., h.  
45
Ibid., h.  
46
Lihat, Syekh Abdul Halim Hasan Binjai., Tafsir Al- Ahkam, (Jakarta; Kencana, 2006), h. 
391. 
47
Syamsuddin Adz Dzahabi., op. cit, h. 150. 
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Dari keterangan tersebut di atas nampak jelas bahwa perjudian ini tergolong 
sebagai perbuatan dosa besar, sebab bertolak dari perbuatan itu seperangkat perbuatan 
dosa dapat timbul. Misalnya, timbul rasa benci antara yang kalah dan yang menang, 
pertengkaran dan berontak di dalam rumah tangganya akibat kalah bahkan banyak 
juga terjadi pencurian, pembegalan dan perampokan yang disebabkan oleh perkara 
yang sama. Oleh karenanya Islam melarang perbuatan judi.
48
 
Demikian pula beberapa ayat yang dijabarkan terdahulu memberikan petunjuk 
kepada manusia untuk tidak melakukan perjudian, sebab judi dapat menimbulkan 
permusuhan dan hanya orang-orang yang tidak beriman saja yang mencoba untuk 
mendekati judi. Manusia makhluk utama, mulia dan tinggi, dia mempunyai kelebihan 
dibanding makhluk-makhluk lain, kemuliaan, keutamaan dan kelebihan itu ada pada 
potensi rohaniyahnya, dimana pikiran sumber cipta, perasaan sumber rasa dan karya, 
ketiganya menentukan nilai budaya dan pengetahuan manusia.
49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
48
Sugeng Tiyarto., op. cit. h. 55. 
49
Sugeng Tiyarto., op. cit. h. 56. 
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BAB III 
METODOLOGI 
 
Metodologi diartikan sebagai ilmu tentang cara, atau bagaimana pengetahuan 
diperoleh (epistemologi pengetahuan). Dalam konteks penelitian ilmiah, metodologi 
merupakan suatu paradigma penelitian mencakup metode operasionalnya, berupa alur 
pikir dan bertindak untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Adapun 
rangkaian metodologi penelitian sebagai berikut. 
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah multiple research, yakni elaborasi riset kuantitatif 
dan kualitatif. Penggunaan multiple research tersebut dimaksudkan untuk mengakji 
secara mendalam mengenai implementasi hukum pidana terhadap tindak perjudian di 
masyarakat, baik secara teoritik maupun pada level empirik. Karena itu, penelitian ini 
memiliki sifat ex post facto, mendeskripsikan fakta-fakta mengenai fenomena 
perjudian. Selanjutnya fakta-fakta tersebut dianalisis untuk mengetahui dampak 
perjudian terhadap masyarakat dan berbagai metode penanggulannya (treatment 
recommendation). 
 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Gowa. Penetapan lokasi ini dipilih 
karena di lokasi ini terdapat kasus yang menarik untuk diteliti terkait fenomena 
perjudian, dampak perjudian dan upaya-upaya penaggulangan delik perjudian di 
27 
 
 
 
Kabupaten Gowa pada tahun 2006-2010. Selain tidak menafikan pertimbangan 
efesiensi waktu, dan faktor kedekatan geografis, yang berarti hal itu relatif lebih 
efektif untuk membangun interaksi dengan para informan, dan untuk memperolah 
data yang mendalam pula dari lokasi penelitian. 
Penelitian ini diperkirakan berlangsung selama dua bulan, yang melalui 
mekanisme prosedural, yaitu; penetapan studi pada seminar proposal, kemudian 
penerbitan surat rekomendasi penelitian oleh Balitbangda Pemprov Sul-Sel, dan 
terjun ke lapangan untuk mengobservasi/meneliti, hingga pengajuan hasil penelitian 
ke dalam sidang Munaqasyah. 
 
C. Metode pendekatan 
Metode pendekatan diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang 
digunakan peneliti dalam menganalisis suatu masalah. Dengan perkataan lain 
pendakatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang 
diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Metode pendekatan biasanya disesuaikan 
dengan bidang profesi peneliti. Dilihat dari inti permasalahan yang dikaji, penulis 
mengelaborasi beberapa pendekatan antara lain : 
1. Pendekatan sosio-yuridis, yaitu suatu pendekatan yang dipergunakan untuk 
melihat implementasi hukum secara empiris terhadap tindak pidana perjudian. 
Aspek hukum yang dimaksud berdasar dengan ketentuan hukum positif yang 
berlaku (KUHP).  
2. Ilmu hukum Islam (syariah), yakni suatu prinsip atau seperangkat aturan-
aturan syar’i berdasar pada Al-Qur’an dan Hadist yang diimplementasikan 
dalam dimensi hukum. 
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D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi  
Populasi adalah seluruh obyek yang menjadi sumber data atau informasi 
terkait masalah yang diteliti. Objek yang dimaksud terdiri atas individu, kelompok, 
lembaga/instansi, sistem nilai, kejadian/kasus, dan sumber data lainnya. Populasi 
dalam penelitian ini adalah pihak berwajib (Polisi), Oknum perjudian, serta tokoh 
masyarakat. Adapun rincian populasi antara lain; Masyarakat Kabupaten Gowa, 
Polresta Kabupaten Gowa, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Kabupaten Gowa 
2. Sampel 
Sampel adalah representase dari populasi atau unit mikro subjek yang akan 
diamati (unit of analysis). Mengingat bahwa populasi dalam penelitian ini sangat 
besar jumlahnya dan tidak dapat dijangkau secara keseluruhan maka teknik sampel 
yang digunakan adalah sampel bertujuan (purposive sampling),
50
 di antaranya 
dijelaskan ke dalam tabel berikut : 
 
Tabel 1. Jumlah Sampel Penelitian 
 
No Populasi Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
Masyarakat Kabupaten Gowa 
Polresta Kabupaten Gowa 
Kejaksaan Negeri Kabupaten Gowa 
Pengadilan Negeri Kabupaten Gowa 
2 
6 
2 
2 
Total sampel 12  
 
                                                          
50
Lihat, Lexy. J. Moleong., Metodologi Penelitian Kulalitatif (Bandung: Rosdakarya, 2001), 
h. 165-166 Tujuan purposive sampling adalah merinci kekhususan yang ada dalam konteks penelitian, 
serta menggali informasi yang menjadi dasar dari rancangan teori.  
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E. Metode Pengumpulan Data 
1. Jenis Data  
a. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu 
dari responden dan informan dari hasil observasi.  
b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kedua yaitu berupa 
literatur hukum, majalah, putusan pengadilan, hasil penelitian hukum, 
jurnal hukum. 
2. Sumber Data  
a. Penelitian pustaka (library research), dalam hal ini mengadakan 
penelusuran data pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan 
data bersifat teori, dari literatur-literatur yang relevan dengan materi 
penulisan ini. Sementara acuan dasar teknis penulisan digunakan Pedoman 
Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan UIN Alauddin Makassar.
51
 
b. Penelitian Lapang (Field Research), yaitu mengadakan observasi atau 
proses pengamatan yang dilakukan secara langsung di wilayah 
Sungguminasa Kabupaten Gowa. Penelitian lapang ini menggunakan 
metode : 
Pertama; observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung di 
lapangan mengenai tindak perjudian yang terjadi pada masyarakat di beberapa 
wilayah Kabupaten Gowa. 
Kedua; wawancara, dalam hal ini berdasarkan teknik sampel bertujuan 
(purposive sampling) Adapun sifat wawancara yang digunakan ialah wawancara 
                                                          
51
Lihat, Qadir Gassing, dkk., Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi, 
Tesis, Disertasi, (Makassar; Alauddin Press, 2009). 
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mendalam (indepth interview) dengan model wawancara bebas terpimpin, serta 
menggunakan panduan wawancara (interview guide). Panduan wawancara dalam hal 
ini berfungsi sebagai instrumen penelitian, sebagai pedoman terarah bagi peneliti dan 
informan untuk mengungkap fokus permasalahan.  
Ketiga; dokumentasi, ialah mengadakan pengumpulan data melalui proses 
dokumentasi. Data yang dimaksud berupa arsip atau dokumen resmi Polrestata Gowa, 
Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Gowa, serta data grafik atau foto objek 
penelitian, maupun artikel berkenaan dengan pembahasan. 
 
F. Metode Analisis Data 
1. Analisis Kuantitatif 
Teknik analisa data secara kuantitatif dilakukan untuk data-data yang 
berbentuk jumlah (kuantifikasi numerik) yang diterapkan untuk gambaran baru, 
kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk kalimat atau uraian, melalui analisis 
statistik.
52
 Menggunakan rumus statistik sebagai berikut :  
Keterangan 
P  : Prsentase 
F  : Frekuensi 
N  : Jumlah Frekuensi dari seluruh klasifikasi atau kategori variasi. 
2. Analisis Kualitatif 
Analisis kualitatif adalah suatu uraian berdasarkan hasil interpretasi terhadap 
temuan data lapangan. Dengan kata lain, mendeskripsikan data yang tidak dapat 
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Lihat, Soerjo Soekanto., Pengantar penelitian Hukum, (Jakarta; UI Press, 2008), h. 268. 
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dikuantifikasi dalam bentuk angka atau tabulasi. Adapun tahapan-tahapan analisis 
data sebagai berikut.53 
a) Tahap Klarifikasi data, yaitu konseptualisasi hasil wawancara dalam 
bentuk transkrip yang diinterpretasi, kemudian diklarifikasi oleh informan. Selain itu, 
data observasi, telaah pustaka, dan sumber data lainnya tetap didiskusikan dengan 
informan-informan guna memenuhi tingkat konsistensi dan kongruensi data (validitas 
internal).  
b) Tahap Reduksi data, yaitu tahapan memilah data yang terkumpul yang 
sesuai dengan fokus penelitian. Memilah data dalam artian mengukur derajat 
relevansinya dengan maksud dan tujuan penelitian, dengan jalan penyederhanaan atau 
memadukan data yang tersebar, kemudian kembali mengeksplorasi data tambahan.  
c) Tahap Penyajian data, yaitu proses deskripsi informasi (uraian naratif). 
Proses ini menggambarkan bentuk-bentuk delik perjudian, dampak perjudian dan 
upaya-upaya penanggulangan delik perjudian di Kabupaten Gowa tahun 2006-2011. 
d) Tahap konklusi (verifikasi), yaitu tahapan akhir analisis data dengan 
melakukan verifikasi dan menarik kesimpulan yang memenuhi kriteria validitas dan 
dapat dipertanggungjawabkan.  
 
 
 
 
 
                                                          
53
Lincoln dan Guba serta Merriam mengistilahkan kongruensi untuk validitas internal dan 
konsistensi atau dependability untuk reliabilitas data penelitian kualitatif. Uraian selengkapnya lihat, 
Burhan Bungin., Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 294-295. 
32 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Penduduk Kabupaten Gowa 
Dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten Gowa termasuk kabupaten terbesar 
ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Berdasarkan 
hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Gowa adalah 
652.329 orang, yang terdiri atas 320.568 laki-laki dan 331.761 perempuan. Dari hasil 
SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Gowa masih 
bertumpu di Kecamatan Somba Opu yakni sebesar 19,95 persen, kemudian diikuti 
oleh Kecamatan Pallangga sebesar 15,08 persen, Kecamatan Bajeng sebesar 9,55 
persen, Kecamatan Bontonompo sebesar 6,03 persen dan Kecamatan lainnya di 
bawah 5 persen.
54
   
Parigi, Bontolempangan, dan Manuju adalah 3 Kecamatan dengan urutan 
terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yang masing-masing 
berjumlah 13.100 orang, 13.212 orang, dan 14.074 orang. Sedangkan Kecamatan 
Somba Opu dan Kecamatan Pallangga merupakan kecamatan yang paling banyak 
penduduknya untuk wilayah di perkotaan, yakni masing-masing sebanyak 130.126 
orang dan 98.372 orang.
55
   
                                                          
54
Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa., op. cit, h. 6. Kabupaten Gowa berada pada 12° 
38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5 °33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah 
administrasinya antara 12 °33.19' hingga 13 °15.17' Bujur Timur dan 5 °5' hingga 5 °34.7' Lintang 
Selatan dari Jakarta. 
55
Ibid., h. 6. 
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Dengan luas wilayah Kabupaten Gowa sekitar 1.883,33 kilo meter persegi 
yang didiami oleh 652.329 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk 
Kabupaten Gowa adalah sebanyak 1.223 orang per kilo meter persegi. Kecamatan 
yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Somba Opu 
yakni sebanyak 4.632 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah 
adalah Kecamatan Parangloe yakni sebanyak 74 orang per kilo meter persegi.
56
   
 
Table 2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 
 
Kecamatan Penduduk 
Rasio  
Laki-laki Perempuan 
Laki-laki + 
Perempuan 
1 2 3 4 5 
Bontonompo  18,817 20,488 39,305 91.8 
Bontonompo Selatan  13,702 14,785 28,487 92.7 
Bajeng  30,749 31,580 62,329 97.4 
Bajeng Barat  11,171 11,762 22,933 95.0 
Pallangga  48,546 49,826 98,372 97.4 
Barombong  16,915 17,330 34,245 97.6 
Somba Opu  64,442 65,684 130,126 98.1 
Bontomarannu  15,724 15,905 31,629 98.9 
Pattallassang  10,869 10,981 21,850 99.0 
Parangloe  8,062 8,349 16,411 96.6 
Manuju  6,845 7,229 14,074 94.7 
Tinggimoncong  11,012 11,145 22,157 98.8 
Tombolopao  13,651 13,238 26,889 103.1 
Parigi  6,226 6,874 13,100 90.6 
Bungaya  7,710 8,163 15,873 94.5 
Bontolempangan  6,309 6,903 13,212 91.4 
Tompobulu  14,036 14,954 28,990 93.9 
Biringbulu  15,782 16,565 32,347 95.3 
Jumlah 320,568 331,761 652,329 96.6 
 
Sumber data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2010 
Olah data 2011 
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Ibid., h. 6. Sex ratio penduduk Kabupaten Gowa adalah sebesar 96,6 yang artinya jumlah 
penduduk Perempuan 4 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk Laki-Laki, atau setiap 100 
perempuan terdapat 96,6 lakilaki. Sex ratio terbesar terdapat di Kecamatan Tombolopao yakni sebesar 
103,1 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Parigi yakni sebesar 90,57. 
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2. Visi Kabupaten Gowa 2005-2010 
“Terwujudnya Gowa yang Handal dalam Peningkatan Kualitas Hidup 
Masyarakat”. Secara filosofis, visi tersebut di atas mengandung makna bahwa 
Kabupaten Gowa dengan segala potensi dan keunggulannya bercita-cita 
menempatkan diri sebagai daerah yang handal dalam peningkatan kualitas hidup 
masyarakatnya. Kondisi tersebut akan didukung oleh upaya mewujudkan masyarakat 
yang bermoral, beretika dan berbudaya dalam suasana bermasyarakat, membangun 
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki, 
menerapkan nilai-nilai modern dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, 
serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. 
3. Misi Kabupaten Gowa 2005-2010 
a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dengan moral 
dan akhlak yang tinggi serta keterampilan yang memadai 
b. Meningkatkan interkoneksitas wilayah dan keterkaitan sektor ekonomi 
c. Meningkatkan kelembagaan dan peran masyarakat. 
d. Meningkatkan penerapan hukum dan penerapan prinsip tata pemerintahan 
yang baik. 
e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada 
kelestarian lingkungan. 
4. Dasar Hukum 
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2005 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2005-2010. 
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B. Delik Perjudian di Kabupaten Gowa Tahun 2006-2010 
Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan 
norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan penghidupan 
dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Ditinjau dari kepentingan Nasional, 
penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan moral dan 
mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda.
57
 
Melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya 
masih mewarnai kehidupan sebagian masyarakat. Khususnya di Kabupaten Gowa, 
beberapa kasus perjudian tersebut tidak hanya melibatkan kalangan menengah ke 
bawah oleh orang-orang yang berprofesi buruh bangunan, sopir becak, melainkan 
juga kelas menengah ke atas terutama kaum ibu rumah tangga, remaja, bahkan 
ironinya karena pegawai negeri sipil dan oknum kepolisian tertentu yang notabene 
adalah aparat hukum juga diduga melakukan perjudian. 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap informan dari tiga 
lembaga hukum di Kabupaten Gowa, yakni Polresta Kabupaten Gowa, Kejaksaan 
Negeri Kabupaten Gowa, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Gowa, ditemukan fakta 
objektif tentang kasus perjudian yang pernah di wilayah Kabupaten Gowa.
58
 Tanpa 
mengecilkan peran lembaga lain, ketiga lembaga hukum tersebut, dianggap vital 
untuk menangani tindak perjudian yang kini semakin intens terjadi di wilayah 
Kabupaten Gowa.  
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1. Deskripsi Data Polresta Kabupaten Gowa 
Berdasarkan data yang diperoleh di Polresta Gowa, kasus perjudian 
mengungkapkan perkembangan signifikan sejak dari tahun 2006 hingga 2010. Seperti 
yang dikemukaan terdahulu, kasus perjudian ini tidak hanya melibatkan masyarakat 
kelas menengah ke bawah, misalnya; kuli bangunan, sopir becak, sopir angkutan 
umum/truk, pengangguran dan sebagainya, melainkan juga masyarakat kalangan ke 
atas dengan berbagai usia dan status sosialnya, antara lain; remaja/pemuda, para 
orang tua, ibu rumah tangga, pegawai negeri sipil, dan termasuk oknum kepolisian. 
Agus Salim mengakui bahwa pernah mendapatkan oknum pegawai negeri 
yang terjaring dalam kasus perjudian khususnya diwilayah Kabupaten Gowa. Pra 
observasi penelitian, Polrestata Gowa meringkus lima pelaku judi dan seorang 
diantaranya adalah oknum PNS. Saat sejumlah petugas sedang melakukan patroli 
rutin, mendengar informasi bahwa ada lima warga sedang bermain judi tidak jauh 
dimana para petugas melakukan patroli.
59
 
Berdasarkan identifikasi pihak tim penyidik Satuan Reserse dan Kriminal 
(Reskrim) Polrestata Gowa, lima di antara oknum yang terjaring adalah seorang 
berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pihak kepolisian tidak mentolerir bagi siapa 
saja yang tertangkap melakukan perbuatan melanggar hukum, termasuk kasus judi. 
Para pelaku diproses sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sebagai efek jera bagi 
pelakunya, termasuk oknum PNS.
60
 Tabel di bawah menunjukkan beberapa kasus 
pidana perjudian di Kabupaten Gowa. 
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Tabel 3. Register Kasus Pidana Perjudian Polresta Kabupaten Gowa 
 
No Nama Pekerjaan 
Tindak 
Pidana 
Lokasi Tanggal 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
 
10. 
Pr Farida Dg. 
Kanang & Haris 
Abd dg Runrung 
Dg. Mamma 
 
Arifin 
Syamsuddin 
Muh Haris 
 
Bahar Dg. Juma 
 
Sapri Dg Ronrong 
Indra Wahyudi 
 
Mahmud Dg Sila 
Abd Malik Dg Lewa 
Hafid Dg Nassa 
Sikki 
Mansyur Dg Bolla 
 
Haeruddin Dg. Taba 
Syamsuddin 
Rayudi Werjo 
Rahim Dg Boko 
Baharuddin Dg Taba 
 
Herman Dg. Tuju 
Abd Rasyid Tola 
M. Halim 
 
Fahrin Dg. Emba 
Arfah 
 
Syamsuddin 
Hamka 
Syamsul 
 
Yahya 
Ibu Rumah 
Tangga 
Supir Becak 
Supir Becak 
 
Supir Jeneponto 
Supir Pangkaje’ne 
Supir Jeneponto 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
Kupon Putih 
 
 
 
 
Kartu Joker 
 
 
 
Judi Domino 
 
Judi Joker 
 
 
Judi Joker 
 
 
 
 
 
Sabung 
Ayam 
 
 
 
 
Judi Joker 
 
 
 
Judi Joker 
 
 
Judi Domino 
 
 
 
Judi Domino 
Jl. Matahari 
Batang Kaluku 
 
 
 
Terminal Cappa 
Bungayya 
Pallangga 
 
Jl.Panggentungang 
 
Jl. Abd Mutalib 
Dg. Lurang 
 
Samping mesjid 
Sungguminasa 
 
 
 
 
Jl. Dato 
Panggentungan 
 
 
 
 
Jl. H Wahid 
 
 
 
Jl. Poros Panciro 
Bajeng 
 
Jln. Swadaya 
 
 
 
Jl. Kalungkung 
06.03.2006 
 
 
 
 
25.04.2007 
 
 
 
06.01.2008 
 
16.03.2008 
 
 
17.08.2009 
 
 
 
 
 
17.08.2009 
 
 
 
 
 
05.09.2009 
 
 
 
23.05.2010 
 
 
23.08.2010 
 
 
 
05.09.2010 
 
Sumber data Polresta Kabupaten Gowa 
Olah data 2011 
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Menurut informan, belum ditetapkan suatu program khusus yang menjadi 
acuan kinerja Polrestata Gowa dalam menangani tindak pidana perjudian di wilayah 
Kabupaten Gowa, namun sering berdasarkan atensi dari pusat atau perhatian khusus 
dalam beberapa perkara yang terpantau dan diawasi. Beberapa jenis atau bentuk 
tindak pidana perjudian yang telah di tangani oleh pihak Polersta Gowa antara lain; 
adu ayam, domino, dan yoker.  
adu ayam ada dua jenis, yakni, lotteng (ayam bangko) yang dipakaikan ring 
(seperti ring tinju) dan dipakaikan alas (kasur busa) atau terpal supaya kaki 
ayam tidak rusak, dan tiap 03 atau 05 menit dimandikan, beda dengan sabung 
Ayam, yang dipakaikan pisau di taji ayamnya, dan yang marak terjadi ialah adu 
ayam lotteng.
61
  
Beberapa di antara jenis perjudian yang marak terjadi di Kabupaten Gowa 
adalah sabung ayam. Data yang diperoleh dari pihak Polresta Gowa menunjukkan 
angka signifikan peningkatan kasus perjudian, yang antara lain Polresta Gowa pernah 
meringkus 12 pelaku judi sabung ayam di Kelurahan Tamarunang Kecamatan 
Sombaopu, Gowa, Sulawesi Selatan. Agus Salim mengatakan :  
… ke-12 pelaku judi sabung ayam yang diringkus saat asyik mengadu ayam. 
Saat petugas datang para pelaku tidak bisa berbuat banyak dan langsung 
diringkus bersama barang bukti tiga ekor ayam dan sejumlah uang tunai. 
Aktifitas judi sabung ayam di wilayah Tamarunang dan daerah lainnya di Gowa 
sudah lama diintai dan sangat merugikan masyarakat. Selain banyak uang 
melayang terkadang pelakunya juga berutang dan akhirnya bermasalah karena 
tidak mampu lagi dilunasi.
62
 
Pola penyidikan dan penjaringan kasus perjudian tersebut yakni dengan 
melibatkan partisipasi beberapa warga setempat dimana perjudian itu berlangsung, 
atau berdasar laporan masyarakat. Menurut Agus Salim, para pelaku judi akan dijerat 
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Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun 
penjara.
63
 
Tindakan pihak kepolisian dalam menanggulangi perjudian di wilayah 
Kabupaten Gowa sering diperhadapkan oleh beberapa hambatan. Pihak Polrestata 
sendiri jarang menangkap tangan pelaku, karena kecenderungan pelaku lebih awal 
mengetahui bahwa polisi akan datang menjaring di tempat kejadian peristiwa, 
menurut ungkapan informan : 
… karena sabung ayam itu sudah menjadi budaya masyarakat, dan mereka 
sering beralasan hanya untuk nonton, dan ada juga yang nonton sambil pasang 
taruhan sesama penonton yang tidak melalui kesepakatan di dalam. Kalau 
domino dan yoker, hanya waktu senggang contoh pengambilan pasir di pinggir 
sungai yang sambil menunggu mobil pengakut pasirnya mereka iseng-iseng 
main, pelaku biasanya beralasan bahwa saya ini sudah tua, dari pada duduk-
duduk tidak ada kerjaan lebih baik main, dan tidak secara lansung mereka 
memasang taruhan … misalnya tukang becak sambil tunggu penumpang yang 
lomba-lomba di air yang mengalir dari kayu yang duluan sampai yang menjadi 
pemenang. Merka biasanya memasang taruhan Rp. 500.
64
 
Berdasar keterangan yang diperoleh dari Polresta Gowa, beberapa hambatan 
pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian berasal dari indikator 
hambatan, secara eksternal maupun hambatan internal sebagaimana berikut : 
a. Hambatan eksternal :  
1) Sebagian masyarakat memandang bahwa perjudian adalah budaya 
masyarakat yang lazim, dan bukan merupakan pelanggaran hukum.  
                                                          
63
Ibid. 
64
Anggota Kasat Reskrim Polrestata Gowa (off the record)., Wawancara oleh penulis di 
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2) Perjudian bersifat tidak tetap atau berpindah–pindah yang ditengarai 
terorganisir akomodasi oknum tertentu, misalnya bandar judi kupon 
putih/togel. 
3) Praktik perjudian cenderung bersifat terselubung, baik yang dilakukan 
di rumah warga maupun secara terang-terangan di tengah interaksi 
masyarakat.
65
    
4) Kurangnya kerjasama masyarakat, misalnya ditunjukkan oleh sikap 
antipati sebagian masyarakat untuk memberikan kesaksian atau 
dijadikan saksi dalam perkara perjudian. 
5) Wilayah Kabupaten Gowa relatif luas cenderung menghambat 
penyidikan pihak kepolisian secara intensif dibeberapa lokasi perkara. 
b. Hambatan Internal : 
1) Jumlah personel kepolisian yang terbatas, atau belum terbentuk satuan 
khusus yang menangani masalah perjudian. 
2) Adanya oknum kepolisian yang terlibat atau menjadi back-up dalam 
tindak perjudian di tengah masyarakat. 
Hambatan eksternal dalam penanggulangan perjudian yang menjadi faktor 
determinan adalah jika perjudian tersebut menjadi bagian dari budaya masyarakat 
atau subkultur masyarakat tertentu, yang oleh Cloward dan Ohlin mengasumsikan 
keadaan sosial tersebut sebagai proses pembentukan subkultur kriminal.
66
  
                                                          
65
Judi togel penyebarannya ada yang secara terang-terangan membuka di rumahnya, dengan 
menempelkan hasil atau angka yang ke luar secara mencolok, kemudian secara berkeliling dari pintu 
ke pintu menawarkan, dan cara terakhir biasanya para pembeli menghubungi pengecer lewat telepon. 
66
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Hambatan internal juga berasal dari pihak Polresta Kabupaten Gowa dalam 
menangani tindak perjudian pada masyarakat Kabupaten Gowa. Kekurangan personel 
kepolisian ini misalnya pasca pengrebekan itu tidak berimbang, dalam arti lebih 
banyak pelaku dari pada anggota kepolisian yang melakukan penangkapan. Selain itu, 
adanya keterlibatan oknum Kepolisian atau bahkan menjadi aktor utama perjudian, 
misalnya mengundang beberapa warga untuk adu ayam, alih-alih memasang taruhan. 
Sebagai konsekuensinya, tindakan oknum kepolisian tersebut secara tidak langsung 
melegitimasi perjudian di tengah masyarakat.
67
 
2. Data Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kabupaten Gowa 
Untuk mewujudkan tercapainya tujuan Negara, yaitu negara yang makmur 
serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek 
termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi 
masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan social (social 
policy) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan social (social 
welfare policy) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (social defence 
policy).
68
 
Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (social defence policy) 
salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana 
atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah 
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dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan 
kriminal (criminal policy).
69
  
Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana 
penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan; 1) perbuatan apa yang seharusnya 
dijadikan tindak pidana, dan 2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan 
kepada si pelanggar.
70
 Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan perlu 
ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada keterpaduan (integratif) antara 
politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya 
penganggulangan kejahatan dengan penal dan non penal dan di dalam setiap 
kebijakan (policy) terkandung pula pertimbangan nilai.
71
  
Kebijakan atau upaya penanggulangan perjudian, pada hakekatnya merupakan 
bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya 
mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).
72
 Menurut Burhanuddin, 
kebijakan hukum akan tetap ada apabila terdakwa mengajukan pembelaan (pledoy). 
Contoh bila si terdakwa beralasan punya keluarga, tidak akan melakukan perbuatan 
itu lagi, maka ia meminta kepada majelis untuk diringankan hukumannya, melihat 
pembelaan ini majelis akan mempertimbangkan semua latar belakang pembelaan si 
terdakwa. Menurut Burhanuddin : 
Jika Anak dibawah umur, itu kan berbeda dengan orang dewasa, jadi hanya 2/3 
dari hukuman pokok yang dijatuhkan dan tidak boleh melebihi dari itu. Jika ada 
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oknum pegawai negeri sipil tertentu yang terlibat dalam kasus perjudian, ada 
hal-hal yang memberatkan, dalam artian beda hukumannya, karena dia aparat 
seharusnya dia menghindari hal itu.
73
 
Senada dikemukakan M. Ramlin, jika ada oknum tertentu yang terlibat dalam 
kasus perjudian, misalnya pegawai negeri sipil, oknum tersebut akan mendapatkan 
sanksi yang sama, kecuali aparat militer, karena ada pengadilannya sendiri yaitu 
Pengadilan Militer. Kebijakan hukum yang diberikan, tidak terang-terangan karena 
masyarakat ditakutkan akan manja dengan kebijakan hukum yang diberikan. Itupun 
harus melalui proses seleksi, misalnya anak dibawah umur, atau ibu yang sedang 
mengandung, atau ibu yang mempunyai bayi.
74
 Tabel 4 dan 5 di bawah memaparkan 
bentuk putusan pidana perjudian yang diberikan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan 
Negeri terhadap sejumlah pelaku perjudian di Kabupaten Gowa.  
 
 
Tabel 4. Register Pelaksanaan Putusan Pidana Perjudian Kejaksaan Negeri  
 
No Nama Pekerjaan Alamat Putusan /Tgl/Hakim 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5.   
Naba Dg Juma Cs 
 
Nasrum & Abdurrahman 
 
Rusdi Dg Bella & 
Jumahang 
 
Saido Dg Lurang & Dg 
Siang Cs 
 
Syarifuddin Dg Naba 
bin Dg Jujjo 
Tukang 
Batu 
Aheng 
Mobil 
Pembuat 
Batu Merah 
 
Petani 
 
 
Wiraswasta 
Pallanga 
 
Galesong 
 
Limbung 
 
 
Malino 
 
 
Jl. Swadaya 
Masing-masing 5 Bulan 7 hari 
(14.03.2007) 
Jaksa : Hujain SH.MH 
6 bulan (22.05.2007) 
Jaksa Dasril. SH 
3 Bulan MP 6 bulan (15.04.2009) 
Syahrir.SH 
2 Bluan (28.04.2009) 
Sainuddin.SH 
3 Bulan 10 Hari (01.12.2010) 
Hasanuddin. SH 
 
Sumber data Kejaksaan Negeri Kabupaten Gowa 
Olah data 2011 
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Tabel 5. Register Pelaksanaan Putusan Pidana Perjudian Pengadilan Negeri 
 
No Nama Hakim Putusan / Tgl 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
5.  
  
6. 
 
Ilyas Dg. Limpo Bin Bunga 
Abd Halik Dg Tayang bin Junaid 
Agus Dg Ngitung 
 
Ahmad Albar Bin Bahrun 
Hasdi Suhastra Rismawati 
 
Ridwan Bin Andi 
Rudi Bin Andi 
 
Muh Iqbal Bin Dg Pata 
 
Ali Bin Ismail 
 
Syarifuddin Naba Bin Dg Juja 
Dkk 
Agus, UD Rusdiyanto & 
Lukman 
 
 
Anne, M Asri, Rudiyanto, & 
Lukman 
 
Riny, Anne, Rusdiyanto, & 
Lukman 
 
I Wayan, S. Rusdiyanto 
PP. DRS. Abd Mawsyud.SH 
I Wayan, Burhanuddin 
PP Abd Talip 
I Wayan, Suparta, SH, MH 
Burhanuddin SH. MH 
2 Bulan 15 Hari / 
11.03.2008 
 
 
3 Bulan MP 6 Bulan / 
30.10.2008 
 
3 Bulan MP 6 Bulan / 
07.01.2009 
 
3 Bulan / 29.06.2009 
 
6 Bulan 15 Hari / 
25.08.2010 
3 Bulan 10 Hari / 
25.01.2010 
 
Sumber data Pengadilan Negeri Kabupaten Gowa  
Olah data 2011 
 
M. Ramlin mengemukakan, salah satu program yang dilaksanakan Kejaksaan 
dalam menanggulangi perjudian adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat 
tentang Peraturan Daerah dan sosialisasi aspek-aspek hukum terkait tindak perjudan. 
Selain itu, Kejaksaan mengoptimalkan sinergitas dengan lembaga lainnya, baik 
dengan Kepolisian, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh lembaga 
hukum, termasuk elemen masyarakat dan pemerintah meskipun memiliki peran dan 
fungsi yang berbeda, tetapi dalam konteks penanganan kasus perjudian, keterlibatan 
seluruh lembaga dan masyarakat adalah suatu keniscayaan.
75
  
Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana 
menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang 
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melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan dan pemasyarakatan, termasuk di dalamnya lembaga penasehat hukum. 
Pihak Kepolisian di satu sisi bertindak sebagai penyidik, lalu melimpahkan ke 
Kejaksaan apabila bukti-bukti dalam suatu perkara perjudian valid dan memadai, 
kemudian Kejaksaan melakukan penuntutan dan melimpahkan ke Pengadilan, maka 
pengadilan berhak untuk memutuskan. Lalu si terpidana di tempatkan di Lembaga 
Pemasyarakatan untuk dibina atau diberdayakan.
76
 
Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana 
perjudian tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi postulat hukum yang 
dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu  keberhasilannya 
sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari 
tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karateristik yang 
khas dari tindak pidana perjudian sebagai suatu tindak pidana yang bersifat 
konvesional.  
Konsekuensi logisnya, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan 
lebih dan profesional di dalam menangani tindak pidana perjudian. Dengan kata lain, 
profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji 
untuk melakukan penegakan hukum (rechtvinding), sehingga tidak ada alasan klasik 
yang bersembunyi dibalik asas legalitas sempit bahwa aturan perundang-undangan 
tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya. 
Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan 
penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses 
peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun peristiwa 
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hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan 
pemidanaannya. 
 
C. Dampak Delik Perjudian Terhadap Masyarakat Kabupaten Gowa 
Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi 
ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan menyimpang 
bagi umat manusia. Sebagai contoh sabung ayam atau menyabung ayam, menurut 
Informan, adalah salah satu bentuk perjudian tradisional. Di masa kolonial Belanda 
dilakukan oleh kaum bangsawan, raja-raja penguasa dan sekutu. Pada masa itu, 
“bandar judi” artimya seorang anak raja penguasa yang menyandang gelar sebagai 
“bandar”,  yang berarti jumlah arena judi atau tempat orang-orang menyetor jumlah 
uang sebagai tanda ikut serta bermain/berjudi dengan membawa ayam jagonya 
masing-masing.
77
 
Dimasa awal kemerdekaan pemerintahan Soekarno model judi tradisional ini 
kurang berkembang bila dibandingkan pada masa orde baru (sekira tahun 60-70-an) 
bersamaan dilegalkannya model judi “lotto”, undian berhadiah, atau Sumbangan 
Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB), hingga penggemar dan penikmat sabung ayam 
berkembang sampai kepelosok-pelosok pedesaan, sementara yang menjadi bandarnya 
adalah pejabat desa atau tokoh masyarakat setempat.
78
 
Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat kekinian, yang 
dibarengai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi 
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maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas 
maupun kuantitasnya.
79
 Secara teknis perjudian merupakan hal yang sangat mudah 
untuk dilakukan. Infrastuktur yang murah dan mudah diperoleh, dengan sendirinya 
memudahkan orang melakukan perjudian kapan saja, mulai dari kartu, dadu, nomor, 
sampai menebak hasil pertandingan sepak bola, kuis via SMS di televisi, atau di 
internet dengan game poker dan bentuk-bentuk judi kontemporer lainnya.  
Kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar 
dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak 
langsung globalisasi maka pengaruh buruk terhadap sesuatu hal secara langsung akan 
dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan 
ekonominya menengah ke bawah.
80
  
Meski demikian, strata sosial (menengah ke bawah atau menengah ke atas) 
tidak selalu dapat dijadikan indikator penyebab yang arbitrer atas suatu perkara 
perjudian. Kenyataannya, problem sosial perjudian ini juga melibatkan orang-orang 
dari kalangan ke atas, dari berbagai tingkatan usia, status sosial, dan dalam setting 
kultural yang berbeda-beda pula, seperti yang khususnya terjadi di wilayah 
Kabupaten Gowa. 
Dampak sosial yang disebabkan dari tindak perjudian di Kabupaten Gowa, 
baik yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat 
dampaknya secara individual kepada si pelaku maupun kepada khalayak umum. 
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Berdasarkan data observasi dan wawancara dengan pihak Polresta Gowa dan 
informan dari tokoh masyarakat, beberapa dampak negatif perjudian dijelaskan 
sebagaimana berikut.    
1. Personal 
a. Dalam konteks hukum Islam judi dipandang sebagai perbuatan dosa bagi 
pelaku perjudian.  
b. Dalam konteks psikologis memungkinkan terbentuknya mental dan pola 
pikir irrasional serta demoralisasi kepribadian, yakni merusak akhlak, 
moral, dan mengikis rasa kesusilaan sebab transformasi nilai-nilai 
subkultur meyimpang terjadi dalam interaksi di antara pelaku judi. 
c. Cenderung menjadi pemicu kejahatan atau tindakan kriminal para pelaku 
judi, misalnya pencurian, perampokan, perkelahian, pesta miras, narkotika 
dan efek judi lainnya. 
d. Menjadi salah satu motif keretakan rumah tangga, atau bahkan kekerasan 
dalam rumah tangga (KDRT). Para pelaku judi bisa menjadi kalap karena 
kecanduan bermain judi lalu sampai hati menjual harta benda dalam 
rumahnya, tanpa persetujuan isteri (kadang dengan keterpaksaan) dengan 
memicu kekerasan. 
2. Khalayak umum 
a. Berkenaan dengan kurangya rasa aman pada masyarakat sebagai akibat 
dari tindak perjudian yang rawan konflik; misalnya yang kerap terjadi 
adalah perkelahian yang ditengarai terjadi karena selisih di antara pelaku 
judi sendiri “siapa kalah dan menang”. Termasuk di sini pesta minuman 
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keras di sela-sela aktifitas perjudian tersebut yang meresahkan 
masyarakat. 
b. Dampak judi yang signifikan terkait kasus pencurian dan perampokan 
harta benda sejumlah warga. Berdasarkan pengembangan penyidikan 
kasus perjudian oleh aparat kepolisian, sebagian modus pencurian diduga 
kuat karena ekses perjudian. 
c. Membentuk pola subkultur kriminal secara regeneratif, karena perjudian 
oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai budaya yang lazim dan tidak 
perlu dipersoalkan. 
Uraian di atas memaparkan sebagian besar dampak perjudian yang terjadi di 
Kabupaten Gowa. Jika diamati dari sisi pelaku judi, umumnya cenderung memiliki 
motif yang sama yang mendorong mereka untuk berjudi, yakni bagaimana 
memperoleh harta kekayaan dengan jalan pintas dan serba instan, tentu dengan 
mempertaruhkan harta bendanya pula bahkan dengan mencuri sekalipun. Dengan 
kata lain, mental-mental menerabas ini sangat jelas dalam kepribadian pelaku 
perjudian yang sudah dalam taraf kegandrungan mengakar dalam perilakunya.   
Banyak cara yang semestinya pantas untuk memperoleh harta yang sesuai 
dengan aturan hukum, norma dan adat sitiadat, syariat agama, nampaknya bukan hal 
yang diharapkan lagi bagi para pelaku judi. Bagi mereka yang terlibat langsung 
dengan perjudian cenderung berpikir negatif dan tidak rasional, dan bukan tidak 
mungkin memicu tindak kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat 
juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas 
yang sejalan dengan mereka. 
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Ajaran Islam telah mengaskan bahwa tidak menghendaki adanya perbuatan 
judi, karena itu harus dihindari.
81
 Di samping Karena akibat-akibat negatif yang 
ditimbulkan perjudian, sangat dirasakan menimpa kepada umat manusia, lebih dari 
itu menimbulkan keruntuhan moral, sehingga timbul beberapa kasus pencurian, 
perampokan, pesta miras/narkotika dan lain sebagainya, yang mengandung 
konsekuensi negatif yang lebih besar terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.  
 
D. Upaya Penanggulangan Delik Perjudian di Kabupaten Gowa 
Tindak perjudian adalah problem sosial yang semakin merajalela dan 
menyebar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selayaknya permasalahan ini 
tidak lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat 
diidentikkan dengan kejahatan dan berimplikasi pada terbentuknya tindak kriminal 
yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan 
memberantasnya.  
Perlu upaya yang progresif dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan 
aparat penegak hukum, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat 
untuk bersama menanggulangi dan memberantas seluruh bentuk perjudian. Upaya 
mengatasi judi seperti dikemukakan informan : 
… pihak pemerintah bersama pihak keamanan melakukan penutupan tempat-
tempat yang selama ini dijadikan lokasi Bandar. Namun mereka tidak berhenti 
sama sekali, tetapi bila tempatnya digerebek maka hari-hari berikutnya di 
pindahkan ke tempat yang sulit di jangkau oleh pihak keamanan. Seperti 
dilereng gunung, di tepi sungai, dan di tempat-tempat sepi. Sabung ayam di 
wilayah Gowa ini sering dilakukan di pinggir perkampungan yang sepi tetapi 
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juga kadang di tengah-tengah perumahan penduduk. Cara dan upaya 
memberantas harus dipotong mata rantai pelakunya melalui penegakan ajaran 
agama Islam. Harus ada kerjasama antar masyarakat sekitar dengan pihak 
pemerintah dan berani melaporkan petugas yang menjadi pelindungnya, atau 
yang membacking mereka.
82
 
Uraian tersebut menegaskan bahwa perlunya identifikasi modus dan lokasi-
lokasi perjudian yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Gowa. Hal ini tentu tidak 
dilakukan secara parsial dan sekedar menuntut kinerja optimal aparat hukum, 
melainkan diupayakan melalui koordinasi-kolektifitas kinerja antar-lembaga hukum 
beserta partisipasi masyarakat untuk menanggulangi perjudian. Meski demikian, 
aparat penegak hukum setidaknya menjadi tauladan bagi masyarakat, bukan justru 
menjadi aktor di balik perkara perjudian. 
Eksistensi lembaga Kepolisian merupakan satu rangkaian dari criminal justice 
system, selain lembaga Kejaksaan dan Pengadilan yang diberi tugas langsung 
berhadapan dengan masyarakat dengan menjalankan fungsi pelayanan masyarakat 
dan mengontrol terjadinya tindak kriminal. Pelbagai upaya dalam menanggulangi 
perjudian di Kabupaten Gowa dapat dilihat ke dalam tiga aspek penanggulangan.  
1. Preventif 
Upaya penanggulangan bersifat preventif misalnya melakukan himbauan 
hukum kepada seluruh anggota masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat 
serta tokoh agama. Dalam kaitan ini, upaya pencegahan merupakan starting point 
untuk meminimais tindak perjudian, salah satu upaya di antaranya adalah 
pembimbingan ajaran Islam kepada masyarakat. Penegakan hukum positif bersama 
sanksi-sanksi pidana dianggap kurang efektif jika tidak dibarengi dengan pendekatan 
religius untuk mengurangi tindak perjudian, sekurang-kurangnya dari perspektif 
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pelaku judi terkait dengan persoalan kurangnya pemahaman agama secara 
komprehensif.
83
   
2. Rehabilitatif 
Penanggulangan bersifat rehabilitatif misalnya melakukan pembinaan-
pembinaan kepada narapidana perjudian. Dalam kaitan ini, Lembaga Pemasyarakatan 
memiliki peran dan fungsi yang diharapkan mampu membimbing Narapidana 
perjudian secara humanis. Sikap masyarakat pada umumnya cenderung memberikan 
sanksi sosial, atau mengisolasi para pelaku judi dari lingkungan interaksi sosial. 
Karena itu, perlu metode tersendiri untuk membina pelaku judi, baik diterapkan oleh 
Lembaga Pemasyarakatan, termasuk organisasi sosial masyarakat, misalnya Lembaga 
Swadaya Masyarakat dan organisasi keagamaan yang concern di bidang pembinaan 
masyarakat. 
3. Represif 
Penanggulangan bersifat represif dalam arti melakukan operasi penangkapan 
terhadap pelaku perjudian, tanpa harus melihat status tersangka, baik judi yang 
dilakukan oleh tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan maupun oknum kepolisian 
sendiri. Dengan perkataan lain, dibutuhkan suatau ketegasan hukum, penyidikan 
secara tuntas dan serius serta melimpahkan berkas perkara sesuai proses peradilan. 
Dalam kaitan ini, vonis pidana terhadap pelaku judi pada kasus perjudian tertentu 
harus diterapkan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku (KUHP pasal 303).   
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Sebagai langkah konkrit, terutama dalam konteks hukum yakni dilakukan 
dengan memberatkan ancaman hukuman kepada pelaku judi, karena ancaman 
hukuman yang berlaku cenderung tidak membuat pelakunya jera. Pemerintah harus 
mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian. 
Hal yang disebutkan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 
Tentang Penertiban Perjudian tersebut; “membatasinya sampai lingkungan sekecil-
kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh 
wilayah Indonesia”.84  
Pengaturan tentang tindak pidana perjudian telah diatur dalam hukum Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan perubahan oleh Undang-
undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Namun menurut Barda 
Nawawi Arief, kebijakan formulasi peraturan tersebut mempunyai beberapa 
kelemahan. Pada tahap aplikatif hakim tidak bebas untuk menentukan jenis-jenis 
sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pembuat tindak pidana perjudian. Hal ini 
disebabkan sistem perumusan sanksi pidana secara tunggal.
85
  
Kelemahan utama dari sistem perumusan tunggal adalah sifatnya yang sangat 
kaku, absolut dan bersifat imperatif. Sistem ini tidak memberi kesempatan atau 
kelonggaran kepada hakim untuk menentukan jenis pidana apa yang dianggap paling 
sesuai untuk terdakwa. Jadi kurang memberi kesempatan kepada hakim untuk 
melakukan individualisasi pemidanaan yang berorientasi pada orang, khususnya 
dalam menentukan jenis pidana.
86
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Sistem perumusan tunggal itu merupakan peninggalan atau pengaruh yang 
sangat mencolok dari aliran klasik yang ingin mengobjektifkan hukum pidana dan 
oleh karena itu sangat membatasi kebebasan hakim dalam memilih dan menetapkan 
jenis pidana. Dilihat dari sudut penetapan jenis pidana, perumusan tunggal jelas 
merupakan defenite sentece yang merupakan ciri dari aliran klasik.
87
 
Melihat ide dasar yang melatar belakangi sistem perumusan tunggal di atas, 
jelas hal ini tidak sesuai dengan ide dasar yang melatarbelakangi ditetapkannya 
pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan dianutnya sistem 
perumusan tunggal yang sangat kaku dan absolut akan dirasakan adanya kontradiksi 
ide, karena konsepsi pemasyarakatan bertolak dari ide rehabilitasi, resosialisasi dan 
individualisasi pidana.
88
 
Dilihat dari sudut criminal policy, upaya penanggulangan kejahatan perjudian 
yang merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan tentunya tidak dapat dilakukan 
secara parsial dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan 
integral atau sistemik. Maka upaya penanggulangan perjudian juga harus ditempuh 
dengan pendekatan yang bersifat sosio kultural, pendekatan moralis dan edukatif. 
Penanggulangan kejahatan perjudian selain dengan menggunakan sarana pidana 
tetapi tentunya juga harus di kedepankan upaya-upaya yang bersifat fleksibilitas 
dengan perkembangan kekinian masyarakat.  
Namun membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang kesusilaan menjadi 
suatu hal yang tidak mudah, karena di sinilah terkadang hukum (peraturan 
perundang-undangan) harus mampu ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan 
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keragaman ukuran dan patokan tentang suatu hal yang berkaitan dengan kesusilaan 
dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena itu, pemerintah harus 
menyikapi perkembangan tersebut dengan merancang sebuah peraturan yang dapat 
menjangkau dan mengakomodir kejahatan di bidang kesusilaan khususnya tindak 
pidana perjudian. Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana (KUHP) merupakan 
suatu keharusan. 
Dalam kaitan ini, penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya 
kebijakan hukum pidana (penal policy). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan 
pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk 
bagaimana mengimplementasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana 
yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan 
yang kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada 
pembaharuan hukum pidana (penal law reform) yaitu kebijakan untuk bagaimana 
merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan 
konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada 
masa mendatang. 
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LAMPIRAN I. WAWANCARA  
 
A. Identitas Informan  
1. Polresta Kabupaten Gowa 
 Amiruddin. K. AKP Polrestata Gowa 
 Anwar. L. AKP Polrestata Gowa 
 Agus Salim. Kasat Reskrim Polrestata Gowa 
 Manurdin. Staf-Unit 1 Kasat Reskrim Polrestata Gowa 
2. Kejaksaan Negeri Kabupaten Gowa 
 M. Ramlin. SH. MH. Jaksa Muda/Humas Kejaksaan Negeri 
3. Pengadilan Negeri Kabupaten Gowa 
 Burhanuddin. Humas Pengadilan Negeri Kabupaten Gowa 
 Hernawati. SH. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Gowa 
4. Masyarakat Kabupaten Gowa 
 Drs. Burhanuddin H. M.Pd  
 Mutahharah Mansyur. M.Pd 
 
B. Pedoman Wawancara  
1. Apakah ada struktur atau program yang menjadi acuan dalam kinerja polresta 
gowa dalam menangani tindak pidana perjudian? 
2. Bagaimana jenis-jenis atau bentuk-bentuk tindak pidana perjudian yang telah 
di tangani oleh pihak polersta gowa? 
3. Apakah kasus perjudian ini dari laporan masyarakat atau dari polresta sendiri 
yang menjaring? Bagaimana kronologis pengrebekannnya? 
4. Apakah ada kebijakan hukum yang diberikan? 
5. Jika ada oknum tertentu yang terlibat dalam kasus perjudian, misalnya 
pegawai negeri sipil? 
6. Apakah tidak terlalu ringan sanksi hukum yang dijatuhkan oleh majelis? 
Karena standar sanksi hukum yang ada di KUHP, pidana penjara selama 10 
tahun, dan dengan jatuhnya putusan hanya rata maksimalnya 3 bulan saja.  
7. Bagaimana jenis-jenis atau bentuk-bentuk tindak pidana perjudian yang telah 
di tangani oleh Pengadilan negeri gowa? 
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8. Bagaimana hubungan kejaksaan dengan lembaga lainnya, misalnya, 
kepolisian, kejakssan, pengadilan, lapas? 
9. Bagaimana jenis-jenis atau bentuk-bentuk tindak pidana perjudian yang telah 
di tangani oleh Kejaksaan? 
 
Catatan: Pertanyaan di atas tidak mengikat informan dengan jawaban yang tidak 
berstruktur, berlandaskan pengembangan kajian, situasi dan sifat wawancara 
yang bebas terarah dan mendalam. Kemungkinan (inkondisonal) jawaban yang 
diperoleh peneliti berupa kalimat tertulis, artikel/opini, catatan pribadi dan 
sebagainya.    
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